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ABSTRAK 

Muhammad Rois Maulana (2025): Analisis Pelaksanaan Waris Terhadap 

Cucu Sebagai Ahli Waris Pengganti Di 

Desa Kudap Kecamatan Tasik Putri 

Puyu  

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh praktik pembagian warisan di Desa 

Kudap, Kecamatan Tasik Putri Puyu, Kabupaten Kepulauan Meranti, di mana 

cucu yang orang tuanya (ayah) telah meninggal sebelum pewaris (kakek) wafat. 

tidak memperoleh bagian warisan. Padahal, dalam Pasal 185 Kompilasi Hukum 

Islam (KHI) memberikan hak kepada cucu untuk menggantikan kedudukan orang 

tuanya yang telah meninggal dunia lebih dahulu dari pewaris. Masalah yang 

diteliti adalah bagaimana pelaksanaan warisan terhadap cucu sebagai ahli waris 

pengganti, apa saja faktor penghambat dalam pelaksanaan tersebut, dan 

bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan warisan terhadap cucu 

sebagai ahli waris pengganti di Desa Kudap, Kecamatan Tasik Putri Puyu, 

Kabupaten Kepulauan Meranti. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan 

(Field Research) dengan pendekatan Kualitatif. Metode pengumpulan data dapat 

diperoleh melalui wawancara, observasi terhadap keluarga dan tokoh masyarakat 

di Desa Kudap, dan dokumentasi. analisis data menggunakan metode analisis 

deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pembagian waris terbagi 

menjadi 2 tahap: (a) Berdasarkan hukum waris Islam, namun menimbulkan 

ketidakpuasan di kalangan ahli waris yang menerima, sehingga terjadi konflik, (b) 

Dilakukan pembagian ulang secara adat melalui mufakat keluarga, yang disetujui 

seluruh penerima warisan. namun hal ini menimbulkan masalah karena cucu laki-

laki dari anak pewaris yang telah meninggal tidak diberi hak sebagai ahli waris 

pengganti. Faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaan warisan terhadap cucu 

sebagai ahli waris pengganti antara lain: (a) Minimnya pemahaman masyarakat 

terhadap hukum waris Islam, (b) Kuatnya pengaruh adat atau kebiasaan lokal 

yang tidak selalu sejalan dengan ketentuan syariat, (c) Kurangnya peran lembaga 

keagamaan dalam memberikan edukasi atau penyuluhan, serta (d) Konflik internal 

keluarga yang menyebabkan pembagian warisan tidak dilakukan secara adil dan 

terbuka. Secara teoritis, dalam KHI(Kompilasi Hukum Islam) Pasal 185 secara 

tegas mendukung mekanisme penggantian kedudukan waris pengganti, dengan 

syarat bagian cucu tidak melebihi bagian orang tuanya. Dalam perspektif hukum 

Islam dan peraturan yang berlaku di Indonesia (kompilasi Hukum Islam), cucu 

yang menggantikan posisi orang tuanya seharusnya diakui sebagai ahli waris 

pengganti. Praktik yang tidak memasukkan cucu sebagai ahli waris pengganti 

merupakan pelanggaran terhadap prinsip keadilan syariah dan bertentangan 

dengan hukum positif Islam yang berlaku di Indonesia. 

Kata kunci : Waris, Cucu, Ahli Waris Pengganti. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Hukum waris dalam Islam diatur dengan sangat rinci dan jelas, yang 

bertujuan untuk memberikan keadilan dan kepastian  hukum bagi setiap pihak 

yang berhak menerima warisan. Pembagian warisan ini ditentukan berdasarkan 

prinsip-prinsip yang tercantum dalam Al-Qur‟an, Hadis, dan berbagai literatur 

Fikih. Dalam sistem hukum waris Islam, setiap ahli waris memiliki hak tertentu 

berdasarkan kedudukan mereka dalam garis keturunan, dan ketentuan ini 

berlaku baik untuk keluarga yang masih hidup maupun yang telah meninggal
1
. 

Dalam ketentuan Islam, sikap adil haruslah diterapkan sesuai dengan 

memperhatikan hak dan kewajiban masing-masing ahli waris, baik laki-laki 

maupun perempuan. Adil dalam konteks ini bukan berarti memberikan bagian 

yang sama banyak, tetapi memberikan sesuai dengan hak yang telah ditentukan 

oleh Allah Swt. dan Nabi Saw. Maka warisan harus dibagikan dengan prinsip 

yang seimbang, atau disebut dengan Al-Mizan, yang berarti setiap ahli waris 

menerima bagian yang sesuai dengan kedudukan dan tanggung jawabnya
2
. 

Tentu hal tersebut secara otomatis membuat ahli waris mengetahui urgensi dari 

sistem yang telah ditetapkan dalam syariat dalam kehidupan sesama manusia.

                                            
1
 Nur Aksin, “Sistem Pakar Pembagian Harta Waris Menurut Hukum Islam” dalam 

Walisongo Journal of Information Technology, Volume 2., No. 2., (2020), h. 116. 
2
 Junda Harahap, “Penerapan Kewarisan Islam: Sejarah, Hukum Dan Asas-Asasnya” 

dalam Jurnal Hukum Keluarga Dan Peradilan Islam, Volume 3., No. 1.,  (2022) h. 182. 
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Pembagian harta warisan dalam keluarga menimbulkan konflik, terutama 

jika para ahli waris bersikap tamak atau tidak memahami prinsip-prinsip 

hukum waris yang berlaku dalam Syariat Islam. Dalam ketidaksepakatan ini 

bisa memicu tindakan yang merugikan pihak lain, terutama jika pembagian 

warisan ditunda atau ada ahli waris yang meninggal sebelum pembagian 

selesai. Oleh karena itu, penting untuk memiliki pemahaman yang jelas 

mengenai hak dan kewajiban setiap ahli waris sesuai ketentuan yang sah, serta 

melibatkan pihak yang berkompeten untuk memastikan pembagian dilakukan 

secara adil dan menghindari kerugian bagi pihak manapun
3
. 

Masalah warisan menjadi isu sensitif pada masyarakat Desa Kudap, 

terutama ketika muncul situasi khusus yang menimbulkan ketidakadilan dalam 

pembagiannya. Salah satu kasus yang cukup sering terjadi adalah ketika 

seorang anak laki-laki (ayah dari cucu) meninggal dunia sebelum pewaris 

(kakek) meninggal dunia. Pada kondisi seperti ini, cucu dari anak yang telah 

meninggal tersebut tidak mendapatkan bagian warisan sama sekali. Hal ini 

dikarenakan hak waris biasanya diberikan kepada ahli waris yang masih hidup 

pada saat pewaris meninggal. Akibatnya, cucu yang ayahnya sudah meninggal 

tidak dapat atas warisan. 

Fenomena seperti ini banyak terjadi di berbagai daerah di Indonesia
4
, 

khususnya di Desa Kudap yang membagi harta warisan berdasarkan mufakat 

                                            
3
  Nur Aksin , Op. Cit., h. 116. 

4
 Lihat lebih lanjut dalam Haru Nidaul Hasanah, Praktik Pembagian Harta Waris dari Para 

Ahli Waris Pengganti dalam Perspektif Hukum Islam: Studi Kasus di Desa Boja Kah, Kendal, 

(Skripsi: UIN Walisongo, 2021); Imaro Sidqi, Ahli Waris Pengganti dalam Pembagian Warisan 

Masyarakat Muslim di Kecamatan Comal Kabupaten Pemalang, (Skripsi: Jurusan Hukum 

Keluarga Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Pekalongan, 2021). 
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bersama atau yang memiliki pemahaman terbatas mengenai hukum waris 

Islam. Hal ini yang mana membuat keluarga merasa bingung dan konflik 

internal pun muncul, karena merasa bahwa hak cucu untuk mendapat bagian 

dari harta keluarga telah diabaikan. Di dalam masyarakat, sistem mufakat ini 

yang berbeda dengan hukum Islam menambah kerumitan, mengingat hal 

terkadang memberikan hak waris yang berbeda bagi cucu. 

Masalah ini sering kali tidak diselesaikan dengan baik, dan keluarga 

sering menganggapnya sebagai takdir tanpa berusaha mencari kejelasan lebih 

lanjut dalam perspektif hukum Islam. Padahal, dalam hukum Islam, terdapat 

prinsip-prinsip keadilan dan kejelasan dalam distribusi warisan, yang 

seharusnya bisa menjadi panduan untuk mengatasi situasi seperti ini.  

Hukum waris dalam Islam, yang dikenal sebagai Faraidh, bertujuan 

untuk memastikan keadilan dalam distribusi harta peninggalan pewaris kepada 

ahli waris yang berhak
5
. Prinsip dasar dari hukum waris Islam adalah 

pembagian harta sesuai dengan ketentuan Al-Qur‟an dan Hadis, Al-Qur'an 

menegaskan pentingnya membagi harta waris sesuai ketentuan Allah.  

Allah berfirman : 

ْ
 
يىَْحّل ّـ ن ىَارِْخَارّدّينَْ

َ
أ
 
خّىَاْال ح 

َ
رّيْمّنْت ج 

َ
اتٍْت هِْجَنَه

 
خّل هِْيِد 

َ
ْوَرَسِيل ّْْۖوَمَنْيِطّعّْالَلََ لّكَْكَْحِدِودِْالَلَه اْوَذََٰ

هِْعَذَابٌْ
َ
يىَاْوَل ّـ هِْناَرًاْخَالدًّاْ

 
خّل ْحِدِودَهِْيدِ  هِْوَيَخَػَدَه

َ
ْوَرَسِيل صّْالَلََ زٌْغَظّيمٌْْوَمَنْيَػ  ي   مِىّينٌَْْـ

Artinya:   ―Itulah ketentuan-ketentuan dari Allah. Barang siapa taat kepada 

Allah dan Rasul-Nya, niscaya Allah akan memasukkannya ke 

dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka 

                                            
5
 Rafiq, Fiqih Mawaris. (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), h. 2. 
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kekal di dalamnya; dan itulah kemenangan yang besar, Dan 

barang siapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya dan melanggar 

ketentuan-ketentuan-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam 

neraka, ia kekal di dalamnya, dan baginya siksa yang 

menghinakan‖. (Q.S An-Nisa' 4:13-14)
 6 

Secara garis besar, hukum Islam mengelompokkan ahli waris menjadi 

tiga golongan: Ashabah (ahli waris yang berhak menerima sisa setelah 

dibagikan), Dzul Faraidh (ahli waris yang mendapatkan bagian tertentu yang 

ditentukan), dan Dzawil Arham (keluarga jauh yang mendapatkan warisan jika 

tidak ada ahli waris terdekat)
7
. 

Namun, permasalahan muncul dalam situasi di mana seorang ahli waris 

yang seharusnya mendapat bagian, seperti seorang anak laki-laki, meninggal 

terlebih dahulu daripada pewarisnya. Dalam kondisi ini, hukum Islam pada 

umumnya tidak memberikan hak waris kepada keturunan dari anak tersebut 

(cucu), kecuali terdapat mekanisme yang jelas untuk mengakui kedudukan 

mereka sebagai pengganti
8
. Oleh karena itu, posisi hukum waris Islam yang 

detail dan tegas ini menghadirkan dilema ketika situasi seperti di atas terjadi, 

khususnya terkait keadilan bagi cucu yang kehilangan hak waris karena ayah 

nya lebih dahulu meninggal dari pewaris (kakek). 

beberapa sistem hukum waris Islam di beberapa negara telah mengadopsi 

prinsip ahli waris pengganti, atau dikenal juga dengan istilah Mawali atau 

                                            
6
  Kementerian Agama RI, Al-Qur‘an dan Terjemahannya, (Jakarta: CV Madinatu 

al„Ulum,2012) , h. 79. 
7
Abdul Syarifuddin, Hukum Kewarisan Islam, (Jakarta: Kencana, 2004), h. 75.  

8
 Ibid.   
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waris pengganti
9
. Prinsip ini memungkinkan cucu untuk „menggantikan‟ posisi 

ayah mereka yang sudah meninggal sebagai ahli waris dalam situasi di mana 

pewaris (kakek) masih hidup
10

. Meskipun prinsip ini tidak diakui dalam semua 

Mazhab, beberapa ulama kontemporer menyarankan agar cucu diberi hak waris 

untuk menjaga keseimbangan keadilan dan memenuhi kebutuhan keluarga 

yang membutuhkan
11

. 

  Dengan demikian, berdasarkan uraian di atas, terlihat bahwa praktik 

pembagian warisan di Desa Kudap menunjukkan adanya penyesuaian terhadap 

hukum waris Islam dengan tetap mempertimbangkan aspek keharmonisan 

keluarga. Kedudukan cucu sebagai ahli waris dalam kasus di mana ayahnya 

meninggal lebih dahulu dari pewaris menjadi perhatian utama, terutama karena 

ulama setempat memasukkan cucu sebagai ahli waris pengganti demi menjaga 

keseimbangan dan keadilan dalam keluarga
12

. Oleh karena itu, penulis sebagai 

peneliti sangat tertarik untuk mengkaji lebih dalam terkait bagaimana praktik 

ini diterapkan oleh ulama di Desa Kudap serta bagaimana hal tersebut selaras 

dengan prinsip-prinsip Kewarisan Islam. Penelitian ini difokuskan dengan 

judul: Analisis Pelaksanaan Waris Terhadap Cucu Sebagai Ahli Waris 

Pengganti Di Desa Kudap Kecamatan Tasik Putri Puyu. 

 

                                            
9
 Fihna Indriyani, Analisis Hukum Islam tentang Ahli Waris Pengganti (Studi Komparasi 

di Indonesia dan Pakistan), (Skripsi: Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan 

Lampung, 1443 H/2022 M), h. 3.  
10

 Mohammad Nawawi, Pengantar Hukum Kewarisan Islam, ( Surabaya: Pustaka Radja, 

2016), h.133. 
11

 Hazairin, Hukum Kewarisan Bilateral menurut Al-Qur'an dan Hadith, (Jakarta: 

Tintamas, 1982), h. 33.  
12

 Ibid.  
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B. Batasan Masalah 

Masalah yang dibahas dalam penelitian ini berkaitan dengan pembagian 

warisan dalam masyarakat Desa Kudap, khususnya terkait dengan hak waris 

cucu yang ayahnya telah meninggal sebelum pewaris (kakek) meninggal. Isu 

yang timbul adalah ketidakadilan dalam distribusi warisan di mana cucu tidak 

mendapatkan bagian karena sistem pembagian warisan berdasarkan mufakat 

atau pemahaman yang terbatas mengenai hukum waris Islam. Penelitian ini 

akan membahas perbedaan antara sistem mufakat dan hukum waris Islam 

dalam kasus ini, serta upaya untuk menyelesaikan konflik warisan yang timbul. 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian dari latar belakang penelitian, maka dari itu yang 

menjadi rumusan permasalahan dalam penelitian yang sedang di kaji ini adalah  

1. Bagaimana pelaksanaan warisan terhadap cucu sebagai ahli waris 

pengganti di Desa Kudap Kecamatan Tasik Putri Puyu? 

2. Apa faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaan warisan terhadap 

cucu sebagai ahli waris pengganti di Desa Kudap Kecamatan Tasik 

Putri Puyu ? 

3. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pelaksaan warisan 

terhadap cucu sebagai ahli waris pengganti di Desa Kudap 

Kecamatan Tasik Putri Puyu ? 

D. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian 
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1. Tujuan Penelitian 

Adapun yang menjadi tujuan penulis dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut : 

1. Menjelaskan pelaksanaan warisan terhadap cucu sebagai ahli waris 

pengganti di Desa Kudap Kecamatan Tasik Putri Puyu. 

2. Mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaan 

warisan kepada cucu di Desa Kudap Kecamatan Tasik Putri Puyu. 

3. Menganalisis tinjauan hukum Islam terhadap warisan bagi cucu 

sebagai ahli waris pengganti di Desa Kudap Kecamatan Tasik Putri 

Puyu. 

2. Kegunaan Penelitian 

Adapun yang menjadi manfaat penulis dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut : 

1. Penelitian ini diharapkan bisa menjadi referensi dalam membuat 

gagasan-gagasan untuk penyelesaian waris keluarga. 

2. Memenuhi persyaratan akhir studi untuk memperoleh gelar Sarjana 

Hukum di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri 

Sultan Syarif Kasim Riau. 

3. Memberikan pemahaman dan solusi terkait penerapan hukum waris 

Islam dalam menyelesaikan konflik warisan, khususnya dalam 

kasus ahli waris pengganti seperti cucu, serta memastikan keadilan 
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dalam pembagian harta warisan 

4. Penulis berharap hasil penelitian ini dapat menambah pengetahuan 

dan wawasan keilmuan di Fakultas Syariah Dan Hukum khususnya 

di Jurusan Hukum Keluarga, mahasiswa dan masyarakat.
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

A. Kerangka Teoritis 

1. Pengertian Kewarisan 

Ilmu waris dalam Islam dikenal dengan nama Fiqh Mawaris. Secara 

bahasa, Fiqh berarti memahami, namun dalam konteks hukum Islam, Fiqh 

telah berkembang menjadi istilah teknis yang mencakup hukum-hukum 

praktis atau ‗Amaliyah, yaitu aturan-aturan yang berkaitan dengan perbuatan 

nyata sehari-hari. Hukum ini diambil atau di-Istinbath-kan dari sumber-

sumber utama Syariat Islam, yaitu Al-Qur‟an dan Sunnah. Adapun kata 

Mawaris merupakan bentuk jamak dari kata Mirats, yang berarti warisan 

atau harta peninggalan orang yang telah meninggal dunia
13

.  

Dengan demikian, Fikih waris merupakan cabang ilmu yang 

membahas aturan-aturan dan ketentuan terkait pembagian harta warisan 

sesuai prinsip-prinsip hukum Islam, guna memastikan distribusi yang adil 

sesuai ajaran agama
14

. Di dalam Al-Quran banyak disebut kan kata kata 

Wazan dari waris. Allah SWT berfirman dalam Al-Quran :  

اْكَلّيْ 
َ
ْاّل دّوّم  ْۢةَػ  ن  ْمهّ ن 

َ
ك ْتسِ  م 

َ
ْل كّنِىِم  كَْمَسَٰ

 
خّل َـ شَخَىَاْۚ ْمَػّح  يَثٍْْۢةَطّرَت  ْكَر  نَاْمّن 

 
ك
َ
ل و 
َ
ْا م 

َ
نَاْوكَ

ِ
ْۗ وكَ

ً
لً

رّذّي نَْ يَٰ
 
نِْال ح 

َ
ن

                                            
13

 Mahmud Yunus, Kamus Arab-Indonesia, (Ciputat: PT. Mahmud Yunus Wa Dzurriyyah, 

2018), h. 156. 
14

 Ade Fariz Fahrullah, Konsep Kewarisan Islam, (Pekanbaru: Cahaya Firdaus, 2019),  h. 

1. 
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Artinya: " Betapa banyak (penduduk) negeri yang telah Kami binasakan 

karena kesenangan hidup membuatnya lalai. Maka, itulah tempat 

tinggal mereka yang tidak didiami (lagi) setelah mereka, kecuali 

sebagian kecil. Kamilah yang mewarisinya‖. (QS. Al-Qashash 

28:58)
 
 
15 

Dalam literatur hukum di Indonesia, istilah “Waris” atau “Warisan” 

banyak digunakan untuk mengacu pada pengalihan hak milik atas harta 

peninggalan dari seseorang yang telah meninggal dunia kepada ahli 

warisnya. Istilah ini berasal dari bahasa Arab, yaitu waratsa, yang bermakna 

“Mewarisi.” Meskipun dalam bahasa hukum Islam lebih dikenal dengan 

istilah Fiqh Mawaris, dalam penggunaan umum di Indonesia istilah ini lebih 

lazim disebut “Pusaka.” Bentuk kata kerja dari Waris dalam bahasa Arab 

adalah Waratsa-Yarithu, yang berarti “Mewarisi,” sedangkan bentuk kata 

bendanya atau Masdar nya adalah Mīrāṡ, yang berarti “Warisan” atau “harta 

yang ditinggalkan.” Dalam ilmu tata bahasa Arab, terdapat beberapa bentuk 

kata benda lain yang berkaitan, seperti Wirṡan, Wirāṡatan, dan Irṡan, yang 

semuanya menunjukkan konsep pewarisan atau perpindahan harta. 

Sementara itu, kata “Waris” dalam konteks hukum di Indonesia merujuk 

kepada orang yang memiliki hak untuk menerima harta atau warisan dari 

orang yang telah meninggal, sehingga “Waris” di sini berarti ahli waris
16

.  

Ilmu Waris dalam kitab Fikih disebut Faraidh, yang secara bahasa 

berasal dari kata “Fardh” bentuk muannast dari “Faridhoh"  yang berarti 

                                            
15

 Kementerian Agama RI, Op. Cit., h 392. 
16

 Maryati Bachtiar, “Hukum Waris Islam Di Pandang Dari Perspektif Hukum Peradilan 

Gender” dalam  Jurnal Ilmu Hukum, Volume 3., No. 1., (2012),  h. 10. 
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ketentuan atau penetapan. Kata ini menggambarkan sesuatu yang telah 

ditetapkan atau dipastikan bagi seseorang. Secara terminologi, Said Sabbiq 

menyebut kan bahwa : 

حػريفىا:ْالفرائضْجمعْـريضث،ْوالفريضثْمأخيذةْمنْالفرضْةمػنىْالخلدير؛ْيليلْاللَْ

ْلليارثْ ْالنصحبْالملدر ْالضرعْوي ْوالفرضْفي ْاىْكدرحم. ْـرضخم ْكنصؿْما ستحانه:

 17ويسمىْالػلمْةىاْعلمْالميداثْوعلمْالفرائض

Artinya: “Al-Farā‘iḍ adalah bentuk jamak dari farīḍah. Kata farīḍah 

berasal dari kata al-farḍ yang berarti takaran atau ketetapan. 

Allah Subḥānahu wa Ta‗ālā berfirman: ―... maka bayarlah 

seperuh dari yang telah kamu tetapkan (faraḍtum)‖, artinya yang 

telah kalian tetapkan atau ukur. Dalam istilah syariat, al-farḍ 

berarti bagian yang telah ditentukan untuk ahli waris. Ilmu yang 

mempelajari ketentuan ini disebut Ilmu al-Mīrāṡ atau Ilmu al-

Farā‘iḍ (ilmu waris atau ilmu faraidh).‖ 

 

Dalam hal ini, fardh merujuk pada hak yang telah ditentukan bagi ahli 

waris, yaitu orang-orang yang berhak menerima bagian dari harta 

peninggalan seseorang yang meninggal dunia
18

. Menurut Ahmad Rofiq, 

Ilmu waris adalah ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang siapa saja 

yang termasuk ahli waris yang berhak menerima warisan, siapa yang tidak 

berhak menerimanya, dan berapa bagian yang akan diterima oleh masing-

masing ahli waris. Ilmu ini memuat aturan-aturan detail mengenai hak 

waris, sehingga pembagian harta dapat dilakukan secara adil sesuai hukum 

Syariat
19

. Sayyid Sabiq menambahkan :  

                                            
17

 Said Sabbiq. Fiqh Sunnah. Edisi ke-3. Mesir: Darussalam, 1990. Hal. 296  
18

 Saifullah Basri, “Hukum Waris Islam (fara'id) dan Penerapannya dalam Masyarakat 

Islam” dalam  Kepastian Hukum dan Keadilan, Volume 1., No.2., (2020), h. 40. 
19

  Rafiq, Op. Cit., h. 3. 
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ْوالكتارْ ْكتلْالإسلًۗمْييرذينْالرجالْدونْالجساء، ْكانْالػربْفيْالجاوليث مضروغحخىا

ْاللَْفيْ م
ِ
ْيِيصّيك ْوأنزل: ْـأةطلْاللَْذلكْكله ْوكانْوناكْحيارثْةالخلؿ. ْالصؾار. دون

ىِنَْذِلنَاْمَاْحَرَكَْوَإّْ
َ
ل َـ ْ جَخَينّ يقَْاذ  َـ ْ نَْنّسَاءً

ِ
كْ ْللذكرْمرلْحظْالأنثيينْـإن م 

ِ
ْأولادك انَج 

َ
ْك ن 

ْ ن 
ِ
ْيَك م 

َ
ْل إّن  َـ دٌْ

َ
هِْوَل

َ
انَْل

َ
اْحَرَكَْإّنْك دِسِْمَِّ ىَاْالنصؿْولاةييهْلكلْواحدْمنىماْالسُّ

َ
ل َـ وَاحّدَةًْ

وْ
َ
لًۗمهْالسدسْمّنْةَػدّْوَصّيَثٍْيِيصّيْةّىَاْأ َـ يَةٌْ هْإّخ 

َ
انَْل

َ
ْك إّن  َـ لًۗمهْالرلدْ َـ يَاهِْ ة 

َ
دٌْوَوَرّذَهِْأ

َ
هِْوَل

َ
ل

ْآةَا ْعَلّيمًاْدَينّ انَ
َ
ْك ْاللََ ْإّنَ ْالّلَ ْمن رّيضَثً َـ ْ ػًا ْنَف  م

ِ
ك
َ
ْل رَبِ ك 

َ
ْأ نَهِم 

َ
ْأ رِونَ ْحَد  ا

َ
ْل م 

ِ
ب نَاؤكِ

َ
ْوَأ م

ِ
ؤكِ

 ١١.20حَكّيمًاْ]الجساءْ:ْ

Artinya: Orang-orang Arab pada masa Jahiliah sebelum datangnya Islam 

mewariskan harta hanya kepada laki-laki dan tidak kepada 

perempuan, serta hanya kepada orang yang sudah dewasa dan 

tidak kepada anak-anak. Bahkan, pada saat itu terdapat sistem 

pewarisan berdasarkan pewaris yang menggantikan posisi yang 

lain. Maka Allah membatalkan semua itu dan menurunkan firman-

Nya:―Allah mewasiatkan kepadamu tentang (pembagian warisan 

untuk) anak-anakmu. Bagian seorang anak laki-laki adalah dua 

kali bagian anak perempuan. Jika anak-anak itu semuanya 

perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari 

harta yang ditinggalkan. Jika hanya seorang (perempuan) saja, 

maka ia memperoleh setengah. Untuk kedua orang tuanya, masing-

masing mendapat seperenam dari harta yang ditinggalkan jika 

(yang meninggal) mempunyai anak. Jika ia tidak mempunyai anak 

dan yang mewarisinya hanya kedua orang tuanya, maka ibunya 

mendapat sepertiga. Jika ia mempunyai beberapa saudara, maka 

ibunya mendapat seperenam. (Semua itu) setelah dipenuhi wasiat 

yang dibuatnya atau (dan) setelah dibayar utangnya. (Tentang 

warisan ini) orang tua kalian dan anak-anak kalian — kalian tidak 

mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat manfaatnya 

bagi kalian. (Pembagian warisan ini adalah) ketetapan dari Allah. 

Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.‖ 

Dalam Pasal 171 KHI juga memberi pengertian tentang hukum 

kewarisan, yang mencakup pemindahan hak atas harta peninggalan pewaris, 

                                            
20

 Said Sabbiq., Op. Cit., hlm. 297. 
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penentuan siapa saja yang berhak menjadi ahli waris, serta pembagian 

bagian masing-masing ahli waris sesuai ketentuan yang berlaku
21

. 

2. Sumber Hukum Kewarisan 

a. Al-Quran  

ةِعِْمَِّْ مِْالرُّ
ِ
ك
َ
ل َـ دٌْ

َ
ىِنَْوَل

َ
انَْل

َ
كْ إّن َـ دٌْْۚ

َ
ىِنَْوَل

َ
ْل ن 

ِ
ْيكَ م 

َ
ْإّنْل م 

ِ
وَاجِك ز 

َ
ؿِْمَاْحَرَكَْأ ْنّص  م 

ِ
ك
َ
نَْوَل

 
اْحَركَ

دٌْْۚ
َ
ْوَل م 

ِ
ك
َ
نْل

ِ
ْيكَ م 

َ
ْإّنْل خِم 

 
اْحَركَ ةِعِْمَِّ ىِنَْالرُّ

َ
ْدَي نٍْْۚوَل و 

َ
دّْوَصّيَثٍْيِيصّينَْةّىَاْأ ْْمّنْةَػ  م 

ِ
ك
َ
انَْل

َ
كْ إّن َـ

ْ
َ
ل
َ
كْ ْيِيرَثِ

ٌ
انَْرَجِل

َ
كْ ْدَي نٍْ ْوَإّن و 

َ
دّْوَصّيَثٍْحِيصِينَْةّىَاْأ نْةَػ  خِمْمهّ

 
اْحَركَ مِنِْمَِّ ىِنَْالرُّ

َ
ل َـ دٌْ

َ
 ًًْوَل

َ
ۗل

ثَدَْ
 
ك
َ
انيِاْأ

َ
كْ إّن َـ دِسِْْۚ ىِمَاْالسُّ ن  ْوَاحّدٍْمهّ ّ

ه
لّكِل َـ جٌْ خ 

ِ
ْأ و 

َ
خٌْأ

َ
هِْأ
َ
ةٌْوَل

َ
رَأ وّْام 

َ
اءِْأ

َ
ْشِرَك ىِم  َـ لّكَْ مّنْذََٰ

ْعَلّيمٌْ نَْاللَّْ ْوَاللَِ ْْۚوَصّيَثًْمهّ ٍ
ْدَي نٍْغَي دَْمِضُاره و 

َ
ةّىَاْأ دّْوَصّيَثٍْيِيصَىَْٰ دّْْۚمّنْةَػ 

ِ
ل  حَلّيمفّيْالرُّ

Artinya: ―Dan bagimu (para suami) setengah dari harta yang 

ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai 

anak. Jika mereka mempunyai anak, maka kamu mendapatkan 

seperempat dari harta yang ditinggalkannya setelah dipenuhi 

wasiat yang mereka buat atau (dan) setelah dibayar utangnya. 

Para istri memperoleh seperempat dari harta yang kamu 

tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu 

mempunyai anak, maka mereka memperoleh seperdelapan dari 

harta yang kamu tinggalkan setelah dipenuhi wasiat yang 

kamu buat atau (dan) setelah dibayar utang-utangmu. Jika 

seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak 

meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi 

mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu) atau seorang 

saudara perempuan (seibu), maka bagi masing-masing dari 

kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-

saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu 

dalam sepertiga, setelah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya 

atau (dan) setelah dibayar utangnya dengan tidak memberi 

mudarat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang 

demikian itu sebagai) ketetapan dari Allah. Allah Maha 

Mengetahui, Maha Penyantun.‖ (QS. Al-Nisa 4:12)
22 

                                            
21

 Nur Mujib, "Kewarisan Ayah Dalam Perspektif KHI", artikel dari https://pa-

jakartatimur.go.id/kewarisan-ayah-dalam-perspektip-khi/. Diakses pada 6 Februari 2025.  
22

 Kementerian Agama RI, Op. Cit., h. 92. 
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رَةّينَْ ك 
َ
أ
 
ْوَال يَالدَّي نّ

 
ْلّل يَصّيَثِ

 
ْال ْخَي دًا ْحَرَكَ ْإّن تِ مَي 

 
ْال مِ

ِ
حَدَك

َ
ْأ ْحَضُرَ ْإّذَا م 

ِ
ك ح 

َ
ْعَل تّبَ

ِ
ك

مِخَلّينَْ
 
ىْال

َ
اْعَل رِوفّْْۖحَلًّ مَػ 

 
 ةّال

Artinya: ―Diwajibkan atas kamu, apabila kematian hendak menjemput 

seseorang di antara kamu, jika dia meninggalkan harta yang 

banyak, berwasiat untuk kedua orang tua dan kerabatnya 

secara ma‘ruf (dengan cara yang baik dan benar). (Ini adalah) 

kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa.‖ (QS. Al-

Baqarah 2:180)
23 

 

ْ و 
َ
ْأ هِ ْمّن 

َ
ْكَل ا ْمِهَّ ْاليَارّذَانّ ْحَرَكَ ا ْمِهَّ ْنصَّحبٌ سَاءّ ّ

ْلّلجه ْوَ ْاليَارّذَانّ ْحَرَكَ ا ْمِهَّ ْنصَّحبٌ جَالّ ثِدَْلّلرهّ
َ
ك

رِوضًا  نَصّحتًاْمَف 

Artinya: "Bagi laki-laki ada bagian dari harta peninggalan kedua orang 

tua dan kerabatnya, dan bagi perempuan ada bagian dari 

harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik 

sedikit maupun banyak, menurut bagian yang telah 

ditentukan."Q.S. Al-Nisa 4:7)
 24 

 

b. Hadist 

مَْ َـ ْ لّىَا و 
َ
فَرَائّضَْةّأ

 
ْال لِيا حّ

 
ْال مَ:

َ
ْوَسَل هّ ح 

َ
ىْالِلَْعَل

َ
ْصَل ْالنَبّيُّ

َ
ر)رواهْكَال

َ
ْذكَ ىْرَجِلٍ

َ
ل و 
َ
لًّأ َـ ْ ْةَقّيَ ا

 البخارييمسلم)

Artinya: ―Berikanlah bagian-bagian tertentu kepada orang-orang yang 

berhak. Sesudah itu, sisanya untuk laki-laki yang lebih utama 

(dekat kekerabatannya).‖ (HR. Muslim no. 1465)
25 

 

ْاللَّْ
ِ
جِ:ْْجَاءَنّيْرَسِيل

 
لِل َـ خَدَْبّيْ عٍْاش  ْوَج  يَدَاعّْمّن 

 
مَْيَػِيدِنّيْعَامَْحَجَثّْال

َ
هّْوَسَل ح 

َ
ْعَل ىْاللَِ

َ
صَل

ْ
َ
أ َـ
َ
اْاة نَثَ،ْأ

َ
اْحَرّذِنّيْإّل

َ
ْمَالٍْوَل نَاْذِو 

َ
عّْمَاْحَرَى،ْوَأ يَج 

 
ؼَْبّيْمّنَْال

َ
ْةَل يْكَد  ّ

ْالّلَ،ْإّنه
َ
ل حَصُدَقِْيَاْرَسِي 

                                            
23

 Ibid., h. 26. 
24

 Ibid., h. 78. 
25

 Yahya bin Sharaf,  Shahih Muslim Kitabu Al-Fara‘id, (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 2007), 

h. 341. 
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ْمَا ثَي 
ِ
:ْالرلدِْةّرِل

َ
دِ؟ْكَال

ِ
ل الرُّ َـ جِ:ْ

 
لِل َـ ا.ْ

َ
:ْل

َ
؟ْكَال ْاللَّ

َ
ل رِْيَاْرَسِي  الشَط  َـ جِ:ْ

 
لِل َـ ا.ْ

َ
:ْل

َ
لّي؟ْكَال

فَفِيْ 
َ
ْيَخَك ًً 

َ
ْعَال ْحَذَرَوِم  ن 

َ
ْأ ْمّن  ْخَي دٌ جّيَاءَ ؽ 

َ
ْأ ْوَرَذَخَكَ ْحَذَرَ ْإّن  ْإّنَكَ تّيدٌ،

َ
كْ و 

َ
ْأ رّيدٌ

َ
كْ دِ

ِ
ل نَْوَالرُّ

 حه)الجَاسَْ)مخفقْعل

Artinya; ―Rasulullah SAW datang menjengukku pada tahun haji wada‘ di 

waktu aku menderita sakit keras. Aku berkata kepada beliau, 

‗Wahai Rasulullah, aku sedang sakit keras, aku memiliki harta, 

dan hanya ada seorang anak perempuan yang akan 

mewarisiku. Apakah aku boleh bersedekah dengan dua pertiga 

hartaku?‘ Beliau menjawab, ‗Jangan.‘ Aku bertanya lagi, 

‗Bagaimana dengan setengahnya?‘ Beliau menjawab, 

‗Jangan.‘ Aku bertanya, ‗Sepertiga?‘ Beliau menjawab, 

‗Sepertiga, dan sepertiga itu banyak. Sesungguhnya jika kamu 

meninggalkan ahli warismu dalam keadaan kaya itu lebih baik 

daripada meninggalkan mereka dalam keadaan miskin, 

meminta-minta kepada orang lain‘.‖ (HR. Bukhari no. 2737)
26 

 

3. Syarat Dan Rukun Kewarisan 

Pada hukum Islam, ada perbedaan yang penting diantara syarat dan 

rukun. Syarat adalah elemen yang menentukan apakah suatu hukum dapat 

berlaku atau tidak. Jika syarat tersebut tidak ada, maka hukum tersebut tidak 

dapat diterapkan. Sebaliknya, rukun adalah unsur-unsur yang membentuk 

suatu hukum  atau kejadian, dan keberadaan rukun ini saling bergantung 

satu sama lain
27

.  

Syarat-syarat pewarisan dalam hukum Islam mencakup beberapa 

aspek mendasar, yaitu
28

: 

                                            
26

 Al-Bukhari, Muhammad ibn Ismail,  Shahih al-Bukhari Kitabu Al-Wasaya, (Beirut: 

Dar al-Ma'rifah, 2002), h. 450. 
27

 Abdul Syarifuddin, Op. Cit., h. 206. 
28

 Ade Hendi Fahledi, “Analisis Yuridis Hak Pembagian Waris Terhadap Anak Atas Harta 

Perkawinan Poligami Ditinjau Dari Hukum Pewarisan Islam (Studi Kasus Putusan Nomor: 

590/PDT.G/2012/PA.PBR)”, (Skripsi: Universitas Islam Riau, 2017), h. 28-29. 
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a. Kematian Pewaris 

Pewaris harus telah meninggal dunia, baik secara hakiki maupun 

hukum. Kematian ini terbagi menjadi tiga jenis
29

: 

1. Mati Haqiqi: kematian yang dapat dibuktikan secara nyata. 

2. Mati Hukmi: kematian yang ditetapkan oleh hakim meskipun 

belum pasti secara fisik. 

3. Mati Taqdiri: kematian yang didasarkan pada dugaan kuat
30

. 

b. Keberadaan Ahli Waris 

Ahli waris harus masih hidup pada saat pewaris meninggal dunia, 

termasuk janin dalam kandungan yang kelak lahir dalam keadaan 

hidup
31

. 

c. Tidak Terhalang oleh Penghalang Waris 

Pewarisan dapat terhalang oleh 3 faktor, yaitu: 

1. Perbudakan 

2. Pembunuhan terhadap pewaris 

3. Perbedaan agama antara pewaris dan ahli waris 

Diantara rukun nya adalah sebagai berikut
32

 : 

                                            
29

 Firda Yanti, Pewarisan Harta Bawaan Pewaris Menurut Hukum Waris Perdata Dan 

Hukum Waris Islam, (Skripsi: Fakultas Hukum Universitas Lampung,2023), h. 15. 
30

 Muhammad Ali As-Sabunni, Hukum Waris Dalam Syariat Islam, (Bandung: CV 

Diponegoro,1995), h. 49.  
31

 Muslich Maruzi. Status Khuntsa Musykil sebagai Ahli Waris. (Jawa Tengah: Lakeisha, 

2019), h. 21-22. 
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a. Al-Muwarris 

Orang yang meninggal dunia dan meninggalkan harta, merupakan 

rukun pertama dalam hukum waris. Keberadaan Al-Muwarris sangat 

penting karena tanpa pewaris yang meninggal, tidak ada yang dapat 

diwariskan
33

.  

b. Al-Waris 

Pihak yang berhak menerima warisan dari Al-Muwarris. Ahli 

waris ini terdiri dari anggota keluarga atau kerabat yang memiliki 

hubungan darah atau perkawinan dengan pewaris. 

c. Al-Maurus 

Harta yang diwariskan. Al-maurus mencakup segala bentuk 

kekayaan yang dimiliki oleh Al-Muwarris, seperti tanah, rumah, uang, 

atau barang berharga lainnya.  

4. Prinsip Kewarisan 

Hukum waris Islam merupakan bagian dari kaidah hukum Muamalah 

yang mengatur pembagian harta peninggalan seseorang yang telah 

meninggal dunia (pewaris). Harta warisan ini nantinya akan dimiliki oleh 

para ahli waris secara proporsional, berdasarkan ketentuan yang ditetapkan 

                                                                                                                        
32

 Komite Fakultas Syariah Universitas Al-Azhar Mesir. Hukum Waris. (Jakarta: Senayan 

Abadi Publishing, 2004),  h. 28. 
33

 Moh. Muhibbin dan Abdul Wahid. Pokok-Pokok Ilmu Waris. (Jakarta: Pustaka Amani, 

2011) ,h. 29. 
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dalam Al-Qur‟an dan Hadits Nabi. Prinsip-prinsip dasar dalam kewarisan 

Islam meliputi beberapa ketentuan sebagai berikut
34

: 

a. Warisan Adalah Ketetapan Hukum: 

Warisan dalam Islam dianggap sebagai ketetapan hukum yang 

pasti, artinya tidak bisa diubah atau dihalangi oleh pewaris
35

. Hal ini 

berarti bahwa seseorang yang meninggal dunia tidak memiliki wewenang 

untuk menghalangi ahli waris dari hak-haknya atas harta warisan yang 

ditinggalkan. Ketika seseorang menjadi ahli waris, ia memiliki hak penuh 

atas harta warisan tersebut tanpa perlu adanya pernyataan atau 

persetujuan menerima. 

b. Warisan Terbatas Pada Lingkungan Keluarga 

Dalam Islam, hak waris terbatas pada lingkup keluarga yang 

memiliki hubungan darah (Nasab) atau hubungan perkawinan yang sah 

dengan pewaris. Hal ini berarti bahwa hanya orang-orang yang memiliki 

ikatan Nasab atau yang menjadi pasangan sah pewaris yang bisa 

menerima bagian dari harta warisan. Selain itu, terdapat ketentuan yang 

mengutamakan ahli waris yang memiliki hubungan lebih dekat dengan 

pewaris.  

c. Pembagian Warisan Kepada Banyak Ahli Waris: 

                                            
34

 Abdul Azis Basyir, Hukum Waris Islam, (Yogyakarta: UII Press, 2001), h. 11-12. 
35

 Ubkhi Mahmasani, Filsafat Hukum Islam, alih bahasa A. Soejono, (PT Al-Ma'arif, 

Bandung, 1976). h. 29. 
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 Dalam hukum waris Islam, terdapat kecendrungan untuk 

membagikan harta warisan kepada sebanyak mungkin ahli waris, agar 

manfaatnya dirasakan oleh banyak pihak dalam keluarga selama masih 

dalam lingkup Nasab dan tidak ada penghalang di antara nya.  

d. Persamaan Hak Bagi Anak Dalam Warisan 

Hukum waris Islam tidak membedakan hak anak dalam hal 

menerima warisan. Semua anak berhak atas harta peninggalan orang 

tuanya, baik yang sudah dewasa, masih kecil, maupun yang baru lahir. 

Namun, meskipun semua anak memiliki hak yang sama untuk menerima 

harta warisan, terdapat perbedaan dalam besarnya bagian yang 

diterima
36

.  

Pembagian Warisan Berdasarkan suatu Kebutuhan dan Hubungan 

dengan Pewaris Besar kecilnya bagian ahli waris dalam hukum waris 

Islam juga diselaraskan dengan kebutuhan hidup sehari-hari dan seberapa 

dekat hubungannya dengan pewaris. Sayyid sabiq mengemuka kan : 

منْالفروضْالسنثْالمػحنثْلىمْْ-أيْنصحبْْ-أصحابْالفروضْومْالذينْلىمْـرضْ

۱/۲، ۱/۴، ۱/۸، ۲/۳، ۱/۳، ۱/۲وهي:ْ
37 

Artinya: “Shḥāb Al-Furūḍ (para ahli waris dengan bagian tertentu) 

adalah mereka yang memiliki bagian yakni porsi tertentu dari 

warisan yang telah ditetapkan oleh syariat, yaitu: ½, ⅓, ⅔, ⅛, 

¼, dan 1/6‖ 

Maka dari itu, Harta warisan dibagi dengan ketentuan tertentu yang 

                                            
36

  Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek, Staatsblad 1847 No. 23). 
37

 Sayyid Sabiq., Op. Cit., h. 297. 
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telah diatur dalam Syariat, seperti bagian 2/3, ½, 1/3, ¼, 1/6, atau 1/8. 

Ketentuan bagian ini bersifat Ta‘abbudi, yaitu ketentuan yang wajib 

dilaksanakan karena sudah menjadi perintah Allah dalam Al-Qur‟an, 

khususnya dalam Surah An-Nisa ayat 11, Allah SWT berfirman : 

َْـ جَخَي نّْ قَْاذ  ي  َـ نَْنّسَاءًْۤ
ِ
كْ اّن  َـ يَي نّْۚ

َ
ن ث
ِ
ا
 
ْال ْحَظهّ

ِ
رّْمّر ل

َ
ْلّلذَك م 

ِ
ادكّ

َ
ل و 
َ
ْْٓا ْفّي  ِ

مِْاللَه
ِ
ك صّي  رَاْمَاْيِي 

ِ
ىِنَْذِل

َ
ل

ْ
َ
كْ اْحَرَكَْاّن  دِسِْمَِّ ىِمَاْالسُّ ن  ْوَاحّدٍْمهّ ّ

ه
هّْلّكِل ةَيَي 

َ
ؿِْ وَلّا ص  ىَاْالنهّ

َ
ل َـ ْوَاحّدَةًْ انجَ 

َ
كْ هْٗحَرَكَْۚوَاّن 

َ
انَْل

هْْٗٓ
َ
انَْل

َ
كْ اّن  َـ دِْۚ

ِ
ل هّْالرُّ مهّ

ِ
لًّۗ َـ ْ هِ ةَيَٰ

َ
دٌْوَوَرّذَهْْٗٓا

َ
هْٗوَل

َ
ْل ن 

ِ
ْيكَ م 

َ
ْل اّن  َـ ْۚ دٌ

َ
دّْْوَل ْةَػ  ۢ دِسِْمّن  هّْالسُّ مهّ

ِ
لًّۗ َـ ْ يَةٌ اّخ 

رّْ َـ ػًاْ  ْنفَ  م 
ِ
ك
َ
رَبِْل ك 

َ
ْا هِم  يُّ

َ
نَْا رِو  اْحَد 

َ
ْۚل م 

ِ
ب نَاؤۤكِ

َ
ْوَا م 

ِ
ةَاؤۤكِ

َٰ
ْدَي نٍْ ا و 

َ
ا ْةّىَآْْ صّي  ي  نَْاللَهّ ْاّنَْوَصّيَثٍْيُّ ضَثًْمهّ ي 

مًا مًاْحَكّي  انَْعَلّي 
َ
كْ َ  اللَه

Artinya :“Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang 

(pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian 

seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak 

perempuan. Jika anak itu semuanya perempuan yang 

jumlahnya lebih dari dua, bagian mereka dua pertiga dari 

harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu 

seorang saja, dia memperoleh setengah (harta yang 

ditinggalkan). Untuk kedua orang tua, bagian masing-masing 

seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang 

meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) 

tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua orang 

tuanya (saja), ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang 

meninggal) mempunyai beberapa saudara, ibunya mendapat 

seperenam. (Warisan tersebut dibagi) setelah (dipenuhi) 

wasiat yang dibuatnya atau (dan dilunasi) utangnya. 

(Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak 

mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak 

manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. 

Sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui lagi 

Mahabijaksana.‖
38 

 

5. Sebab Terhalang dan Menerima Nya Al-Muwarris 

a. Sebab-Sebab Terhalang  

                                            
38

  Kementerian Agama RI, Op. Cit., h. 78. 
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Dalam hukum waris Islam, terdapat tiga alasan utama yang 

menghalangi seseorang untuk menerima warisan. Diantara nya adalah
39

: 

1. Perbudakan adalah salah satu faktor yang menghalangi seseorang 

untuk menerima warisan dalam hukum Islam. Pada zaman Nabi 

Muhammad SAW dan dalam konteks sejarah Islam, seseorang yang 

masih berstatus budak tidak dapat mewarisi harta dari tuannya atau 

orang lain. Ini dikarenakan status budak yang tidak merdeka 

menghalangi mereka untuk memiliki hak atas harta warisan
40

. Budak 

dianggap masih berada di bawah penguasaan atau kepemilikan 

majikan, sehingga mereka tidak bisa menjadi ahli waris. Dasar dari 

pengertian ini Allah SWT berfirman : 

اْيَْ
َ
اْل
ً
يك
ِ
ل دًاْمَِ  ْۗغَت 

ً
فّقِْضَرَبَْالِلَْمَرَلً ىِيَْيِن  َـ كًاْحَسَنًاْ نَاهِْمّجَاْرّز  ْرَزَك  ءٍْوَمَن  ىْشَي 

َ
دّرِْعَل ل 

مِينَْ
َ
ل اْيَػ 

َ
ْل ثَدِوِم 

 
ك
َ
ْأ
 
ْةَل ّ دِْللََّ حَم 

 
خَيِونَْال ْيسَ 

 
رًاْوَل اْوَجَى  هِْسّرًّ  مّن 

Artinya: ―Allah membuat perumpamaan dengan seorang hamba 

sahaya yang dimiliki yang tidak dapat bertindak terhadap 

sesuatupun dan seorang yang kami beri rezki yang baik 

dari kami, lalu dia menafkahkan sebagian dari rezki itu 

secara sembunyi dan secara terang-terangan, Adakah 

mereka itu sama? Segala puji Hanya bagi Allah, tetapi 

kebanyakan mereka tiada mengetahui.‖ (QS. An-Nahl 

16:75)
41

   

2. Bukan beragama Islam, Ibnu Rusyd mengemukakan : 

                                            
39

 Ibnu Rusyd. Bidāyat al-Mujtahid wa Nihāyat al-Muqtaṣid. (Beirut: Dar al-Kitāb al-

„Ilmiyah, 2007), h. 2075–2089.  
40

 Gibran Refto Walangadi, et.al., “Penyebab Mendapat dan Tidak Mendapat Warisan 

Menurut Hukum Waris Islam” dalam Lex Privatum Volume 9., No. 1., (2021), h. 58-60. 
41

 Kementerian Agama RI, Op. Cit., h. 275. 
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ْـذوبْجمىيرْ ،ْ ْالمرحد ْميداثْالمسلم ْوفي ْالكاـر، ْميداثْالمسلم ْفي واخخلفيا

ْالكاـرْةىذاْ ْيرثْالمسلم ْلا ْإلىْأنه ْالأمصار ْوالتاةػينْوـلىاء ْمنْالصحاةث الػلماء

ْالمسحبْ ْةن ْوسػيد ْالصحاةث ْمن ْومػاويث ْجتل ْةن ْمػاذ ْوذوب ،ْ ْالثاةج الأذر

أنْالمسلمْي  رثْالكاـرْومصروقْمنْالتاةػينْوجماغثْإلىْ

Artinya: "Para ulama berbeda pendapat tentang apakah seorang 

Muslim dapat mewarisi dari orang kafir, dan juga tentang 

warisan orang Muslim yang murtad. Mayoritas ulama dari 

kalangan sahabat, tabi'in, dan para ahli fikih dari berbagai 

negeri berpendapat bahwa seorang Muslim tidak mewarisi 

dari orang kafir, berdasarkan hadis yang telah sahih 

tersebut. Namun, sebagian sahabat seperti Mu'adz bin Jabal 

dan Mu'awiyah, serta tabi'in seperti Sa'id bin al-Musayyib 

dan Masruq, serta sejumlah ulama lainnya, berpendapat 

bahwa seorang Muslim boleh mewarisi dari orang kafir."
42 

 

Maka dari itu, Prinsip dasar hukum waris Islam mensyaratkan bahwa 

ahli waris harus memiliki agama yang sama dengan pewaris.  

3. Pembunuhan, dalam hal ini Ibnu Rusyd juga mengemukakan dalam 

buku nya:  

ْمنْكخله
ً
 لاْيرثْاللاحلْأصلًۗ

Artinya: “Seorang pembunuh sama sekali tidak mewarisi dari orang 

yang dibunuhnya”43 

Jika seseorang terbukti dengan sengaja membunuh pewaris, orang 

tersebut tidak akan menerima bagian warisan dari orang yang 

dibunuh. Hukum Islam menganggap pembunuhan sebagai dosa besar 

                                            
42

 Ibnu Rusyd, Op. Cit., h. 2075. 
43

 ibid., h. 2089 . 
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dan tindakan yang merusak hubungan kekeluargaan yang sah. 

b. Sebab-Sebab Waris Diterima 

       Ada beberapa sebab seseorang dapat menerima waris diantara nya
44

 :  

1. Hubungan perkawinan (المُشَارَرة). Dalam kitab Bidāyat al-Mujtahid wa 

Nihāyat al-Muqtaṣid disebut kan bahwa : 

ْوأجمعْالػلماءْعلىْأنْميداثْالرجلْمنْامرأحهْ ْلمْحتدكْْ-ميداثْالزوجاتْ: إذا

ْولاْولدْاةنْ
ً
ْكانْاليلدْ،ْأوْأنثىْ،ْإلاْماْذكرناْغنْمجاودْْْ-ولدا

ً
ْالنصؿْ،ْذكرا :

ْـلهْالرةعْْوأنْميد
ً
إذاْلمْيتدكْالزوجْْ-اثْالمرأةْمنْزوجىاْوأنىاْإنْحركجْولدا

ْولاْولدْاةنْ
ً
ْأوْولدْاةنْـالرمنْ،ْوأنهْلحسْيحجتىنْْ-ولدا

ً
ْالرةعْ،ْـإنْحركْولدا :

 أحدْغنْالميداثْولاْينلصىنْإلاْاليلدْ،ْووذاْليرودْ

Artinya: Warisan para istri: Para ulama sepakat bahwa bagian 

warisan seorang suami dari istrinya jika sang istri tidak 

meninggalkan anak maupun cucu dari anak laki-laki adalah 

seperdua (½), baik anak itu laki-laki maupun perempuan, 

kecuali pendapat yang dinukil dari Mujāhid. Jika sang istri 

meninggalkan anak, maka bagian suami adalah seperempat 

(¼).Adapun bagian istri dari suaminya jika suaminya tidak 

meninggalkan anak atau cucu dari anak laki-laki, maka 

seperempat (¼).amun jika suaminya meninggalkan anak atau 

cucu dari anak laki-laki, maka bagian istri adalah 

seperdelapan (⅛).Dan tidak ada yang dapat menghalangi 

para istri dari mendapatkan warisan, serta tidak ada yang 

mengurangi bagian mereka kecuali adanya anak. Hal ini 

karena adanya nash (dalil) yang jelas dari syariat. Jika kamu 

ingin dijelaskan dalil ayat atau hadits terkait, saya bisa 

bantu‖. 

 Hal ini dapat di pahami bahwa suami dan istri adalah ahli waris yang 

berhak menerima bagian dari harta peninggalan pasangan yang 

                                            
44

  Ibid., h. 2051. 



24 
 

 

 

meninggal
45

, dengan ketentuan tertentu yang diatur dalam Al-Qur'an 

dan Hadis. Dalam Al-Quran Allah menjelaskan : 

مْ 
ِ
ك
َ
نَْْوَل

 
اْحَركَ ةِعِْمَِّ مِْالرُّ

ِ
ك
َ
ل َـ دٌْ

َ
ىِنَْوَل

َ
انَْل

َ
كْ إّن َـ دٌْ

َ
ىِنَْوَل

َ
نْل

ِ
ْيكَ م 

َ
ْإّنْل م 

ِ
وَاجِك ز 

َ
ؿِْمَاْحَرَكَْأ نّص   

Artinya: ―Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang 

ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak 

mempunyai anak. Jika Isteri-isterimu itu mempunyai anak, 

maka kamu mendapat seperempat dari harta yang 

ditinggalkannya‖. (QS. An-Nisa 4:12)
46 

2. Hubungan Nasab (الىسَبيَِّت), Orang yang memiliki hubungan darah 

langsung dengan pewaris, seperti anak, orang tua, saudara kandung, 

dan lainnya, berhak menerima warisan berdasarkan hukum Nasab
47

. 

Hukum waris Islam mengutamakan ahli waris yang paling dekat 

dengan pewaris dalam garis keturunan. Allah SWT berfirman : 

ْوَلّلجهّْ رَةِينَ ك 
َ
أ
 
ْوَال يَلدَّانّ

 
ْال ْحَرَكَ ا ْمَِّ ْنصَّحبٌ جَالّ يَالدَّانّْللرهّ

 
ْال ْحَرَكَ مَ ْمهّ ْنصَّحبٌ سَاءّ

رِوضًْ ثِدَْنصَّحتًاْمَف 
َ
كْ و 

َ
هِْأ ْمّن 

َ
اْكَل رَةِينَْمَِّ ك 

َ
أ
 
 وَال

Artinya: ―Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan 

ibu bapak dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak 

bagian (pula) dari harta peninggalan ibu bapakdan 

kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang 

telah ditetapkan‖.( QS. An-Nisa: 4:7)
48 

 

Ayat ini menegaskan pembagian harta warisan ditentukan 

berdasarkan hubungan nasab atau keturunan. Laki-laki dan perempuan 

yang memiliki hubungan darah dengan pewaris (orang yang 

                                            
45

 Zulfan Efendi Hasibuan, “Menelaah Hukum Ahli Waris Pengganti dalam Ilmu 

Faraidh,” dalam Jurnal Al-Maqasid, Volume 4., No. 2., (2018), h 51-53. 
46

 Kementerian Agama RI, Op. Cit., h. 79. 
47

 Ibnu Rusyd, Op. Cit., h. 2068  
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 Kementerian Agama RI, Op. Cit., h. 78. 
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meninggal) berhak menerima warisan tersebut. 

3. Memerdekakan Budak (الولاء), Istilah Wala‘ merujuk pada hubungan 

kekerabatan atau kedekatan yang timbul karena tindakan 

memerdekakan budak. Ibnu Rusyd memberikan pemahaman bahwa
49

 :  

واخخلفياْفيْمالْالػتدْإذاْأغخقْلمنْيكينْ،ْـلالجْطائفثْ:ْالمالْللسيدْ،ْوكالجْ

هْ،ْوةالأولْكالْاةنْمسػيدْمنْالصحاةثْ،ْومنْالفلىاءْأةيْحجيفثْطائفثْ:ْمالهْحتعْل

ْومالكْ ْوالحسنْوغطاء ْوعائشث ْكالْاةنْغمر ْوةالثاني والريريْوأحمدْوإسحاقْ،

ْـمالهْلهْإلاْأنْ
ً
وأولْالمدينثوالحجثْلىمْحديدْاةنْغمرْأنْالنبيْ،ْمنْأغخقْغتدا

 50ْيشتدطْالسيدْماله

Artinya: “Para ulama berselisih pendapat tentang harta milik seorang 

budak ketika ia dimerdekakan, menjadi milik siapa.Sebagian 

kelompok berpendapat: hartanya menjadi milik tuan (yang 

memerdekakan).Kelompok lain berpendapat: hartanya tetap 

mengikuti (menjadi milik) budak yang dimerdekakan. 

Pendapat pertama dipegang oleh: Ibnu Mas‗ūd dari 

kalangan sahabat, dan dari kalangan fuqaha: Abū Ḥanīfah, 

ats-Tsawrī, Aḥmad, dan Isḥāq. Pendapat kedua dipegang 

oleh: Ibnu ‗Umar, ‗Āisyah, al-Ḥasan, ‗Aṭā‘, Mālik, dan para 

ulama Madinah. Dalil bagi mereka (yang memegang 

pendapat kedua) adalah hadits dari Ibnu ‗Umar, bahwa Nabi 

(shallallāhu ‗alaihi wasallam) bersabda:"Barangsiapa yang 

memerdekakan seorang budak, maka hartanya menjadi milik 

budak tersebut, kecuali jika tuannya mensyaratkan (sejak 

awal) bahwa hartanya menjadi milik tuannya." 

Hal ini dimaksudkan untuk menghormati tindakan memerdekakan 

budak, yang dianggap sebagai perbuatan baik dalam Islam, serta 

                                            
49

  Ibnu Rusyd, Op. Cit., h. 2116. 
50

 Shahih. HR. Abu Daud (3962), An-Nasa'i di dalam Al Kubra (4994, 4980, 4981), Ibnu 

Majah (2529), dan dinilai Shahih oleh Al Albani di dalam Shahih Abu Daud. 
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memberikan hak waris kepada orang yang telah memberikan 

kebebasan kepada hamba sahaya. 

6. Ahli Waris 

a. Ahli Waris Nasabiyah 

Kelompok ahli waris Nasabiyah yang laki-laki secara berurutan 

dapat disebutkan secara terperinci sebagai berikut
51

: 

1. Anak laki-laki (الابه) 

2. Cucu laki-laki keturunan anak laki-laki (ابه الابه) 

3. Bapak (الأب) 

4. Kakek dari garis bapak dan seterusnya ke atas (الجد) 

5. Saudara laki-laki sekandung (الأخ الشقيق) 

6. Saudara laki-laki sebapak (الأخ لأب) 

7. Saudara laki-laki seibu (الأخ لأم) 

8. Anak laki-laki saudara laki-laki sekandung (ابه الأخ الشقيق) 

9. Anak laki-laki saudara laki-laki sebapak (ابه الأخ لأب) 

10. Paman sekandung (العم الشقيق) 

11. Paman sebapak (العم لأب) 

12. Anak laki-laki paman sekandung (ابه العم الشقيق) 

Begitu  juga, kelompok ahli waris perempuan berdasarkan 

golongan Nasabiyah dalam hukum waris Islam, yang terdiri dari 8 ahli 

waris yang diperinci dengan penjelasan masing-masing
52

: 
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1. Anak Perempuan (البىت) 

2. Cucu Perempuan Keturunan Laki-Laki dan Seterusnya ke Bawah 

 (بىت الابه وإن وزل)

3. Ibu (الأم) 

4. Nenek Garis Ibu (الجدة مه الأم) 

5. Nenek Garis Bapak (الجدة مه الأب) 

6. Saudara Perempuan Sekandung (الأخت الشقيقت) 

7. Saudara Perempuan Sebapak (الأخت لأب) 

8. Saudara Perempuan Seibu (الأخت لأم) 

b. Ahli Waris Sababiyah 

Ahli waris Sababiyah adalah ahli waris yang memperoleh hak 

warisnya berdasarkan sebab-sebab tertentu sesuai ketentuan Syariat 

Islam. Diantara nya adalah
53

 : 

اءّْ
َ
يرّْوَؤِل

ِ
ك  ًِْالذُّ

َ
ل جِم  َـ اْ*ءّ

َ
خّقِْذِوْاليَل مِػ 

 
 وَالزَو جِْوَال

فّلَثٌْ ْمِش  مُّ
ِ
نّْوَأ جِْاة  خّلَثًْْ*ْْْئ جٌْوَةّخ  جَثٌْوَجَدَةًْوَمِػ   وَزَو 

ىَذّهّْعّدَحِْ َْـ انَج 
َ
كْ ىَاتّ جّ

 
ْال ّ

يه
َ
ْأ جَْمّن  خ 

ِ
أ
 
ْْ*ْْْوَال ىِنَْةَاحَج   

 

Artinya; “Suami dan orang ayng memerdekakan hamba, yaitu yang 

mendapat waris wala', itulah golongan waris laki-laki. 

                                                                                                                        
52

 Sayyid Sabiq, Op. Cit., h. 296. 
53

.Syaikh Muhammad Ali al-Shabuni, Hukum Waris Menurut Al-Qur'an dan Hadis, 

(Bandung: Trigenda Karya, 1995), h. 54-55. 
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Anak perempuan, cucu perempuan dari anak laki-laki, dan ibu 

yang penyayang, isteri, nenek, dan perempuan yang 

memerdekakan‖ 

1. Ahli Waris Sebab Perkawinan 

Suami: Berhak mewarisi harta istrinya yang meninggal. 

Istri: Berhak mewarisi harta suaminya yang meninggal
54

. 

2. Ahli Waris Sebab Memerdekakan Hamba Sahaya 

Rasulullah SAW bersabda : 

ْوَْ دّْْغَن  نّْْاللَّْْغَت  ىِمَاْاللَِْْرَضّيَْْ-ْغِمَرَْْة  ْْغَن 
َ
ْْكَال :ْ

َ
ْالنَبّيُّْْكَال اءِْ:

َ
يَل
 
مَثٌْْال ح 

ِ
مَثّْْل ح 

ِ
ل
َ
اْالجَسَبّ،ْك

َ
ْل

اْيبَِاعِْ
َ
ْيِيوَبِْْوَل حَاكّمِْْرَوَاهِْ.

 
ْال :ْ عّي،ْطَرّيقّْْمّن  ّـ ْْالشَا نّْْمِحَمَدّْْغَن  حَسَنّ،ْة 

 
ْْال بّيْغَن 

َ
ْيِيسِؿَ،ْأ

نِْْحَهِْوَصَحَْ هِْْحّتَانَ،ْاة 
َ
غَل
َ
ىَقّيُّْْوَأ بَي 

 
 55ال

Artinya: ―Dari Abdullah bin Umar, ia mengatakan bahwasanya 

Rasulullah bersabda: "Wala itu satu pertalian daging 

seperti pertalian daging keturunan. Maka Wala tidak boleh 

dijual dan tidak boleh dihibahkan." Diriwayatkan oleh al-

Hakim dari jalan periwayatan al-Syafi‘i dari Muhammad 

bin al-Hasan dari Abu Yusuf. Hadis ini dinyatakan sahih 

oleh Ibnu Hibban dan ma‘lul oleh al-Baihaqi‖ 

Tuan (laki-laki atau perempuan) Jika seorang tuan 

memerdekakan hamba sahaya, maka tuan tersebut berhak mewarisi 

harta hamba yang telah dimerdekakan jika hamba tersebut meninggal. 

 7. Asas-Asas Kewarisan 

  Ada beberapa asas dalam hukum waris Islam, diantara nya adalah 

                                            
54

 Dewi Noviarni, "Kewarisan dalam Hukum Islam di Indonesia," dalam Aainul Haq, 

Volume 1., no. 1., (2021), h. 65.  
55

 Ibn Hajar al-Asqalani, Bulûghul Marâm min Adillatil Ahkâm, penerj. Harun Zen & 

Zenal Mutaqin, (Bandung: Penerbit Jabal, Cet. VI, Januari 2014), h. 239–241. 
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sebagai berikut
56

 : 

a. Asas Ijbari 

Asas Ijbari berarti bahwa proses perpindahan harta dari seseorang yang 

meninggal kepada ahli warisnya berlangsung secara otomatis sesuai 

dengan ketetapan Allah SWT
57

. Peralihan ini tidak tergantung pada 

keinginan pewaris maupun permintaan ahli waris, sehingga tidak ada 

seorang pun yang dapat mengubah aturan tersebut dengan kehendaknya 

sendiri. 

b. Asas Bilateral 

Dalam hukum waris Islam, asas bilateral menunjukkan bahwa seseorang 

bisa menerima warisan dari dua garis keturunan sekaligus, yaitu dari 

pihak ayah (laki-laki) maupun ibu (perempuan)
58

. Hal ini menegaskan 

bahwa hak menerima warisan tidak dibatasi oleh jenis kelamin. Al-

Qur'an dalam Surah An-Nisa ayat 7 dan 11 menyatakan bahwa baik anak 

laki-laki maupun perempuan berhak mendapatkan bagian warisan dari 

kedua orang tuanya. Meskipun pembagian berbeda (laki-laki dua kali 

bagian perempuan), hak waris tetap dimiliki oleh keduanya. Ibu dan ayah 

juga berhak atas warisan dari anak-anaknya, masing-masing 

mendapatkan bagian sesuai ketentuan yang berlaku. 
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 Rahman, Fatchur, Ilmu Waris (Bandung:  Al-Ma'arif, 1994). h. 57. 
57

 Zamakhsyari Prayogi, “Legal Analysis Of The Application Of The Principle Of Ijbari 

In The Implementation Of The Distribution Of Inheritance Property: Perspective Of Islamic Law 

Compilation (Case Study In Silau Laut District, Asahan Regency)”, dalam JIIC: Jurnal Intelek 

Insan Cendikia, Vol. 1, No. 9, (November 2024), h. 4618. 
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 Eman Suparman, Hukum Waris Indonesia, (Bandung: PT Rafika Aditama, 2014), h. 6. 
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c. Asas Individual 

Asas ini menyatakan bahwa harta warisan dibagikan kepada setiap ahli 

waris secara pribadi dan terpisah
59

. Setiap individu memperoleh bagian 

sesuai dengan porsinya tanpa bergantung pada bagian warisan orang lain. 

Pelaksanaan asas ini juga mencerminkan bahwa tidak ada ketergantungan 

satu ahli waris terhadap yang lain dalam hal penerimaan warisan. 

Misalnya, bagian yang diterima oleh seorang anak laki-laki tidak 

dipengaruhi oleh apakah anak perempuan ada atau tidak, melainkan 

dihitung secara proporsional sesuai dengan aturan yang berlaku. Harta 

peninggalan pewaris dihitung secara keseluruhan, kemudian dibagi 

kepada masing-masing ahli waris dengan proporsi tertentu yang sudah 

diatur dalam Al-Qur‟an dan Hadits. 

d. Asas Keadilan Berimbang 

Keadilan dalam konteks kewarisan Islam diartikan sebagai keseimbangan 

antara hak yang diterima dan tanggung jawab yang diemban. Islam tidak 

membedakan hak waris antara laki-laki dan perempuan dalam hal 

keabsahannya. Pembagian yang berbeda justru mencerminkan pembagian 

tanggung jawab dalam keluarga
60

. Warisan yang diterima ahli waris juga 

menjadi kelanjutan dari kewajiban pewaris dalam memenuhi kebutuhan 

keluarganya semasa hidup. Oleh karena itu, perbedaan bagian warisan 

                                            
59

 Daud Ali, H Mohammad, Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan lata Hukum Islam 

di Indonesia (Cet IX; Jakarta PT RajaGrafindo, 2001) . h. 64. 
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 M Zein, H Satria EfFendi, Problematika Hukum Keluarga Islam Kontem/forer: 

Analisis Yurisprudensi dengan Pendekatan Ushuliyah (Cet. I; Jakarta Kencana, 2004). h. 87. 
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mencerminkan perbedaan beban tanggung jawab yang dimiliki masing-

masing ahli waris. 

B. Penelitian Terdahulu 

Telaah Pustaka adalah kajian yang mendalam atas pembahasan suatu 

topik yang sudah ditulis oleh para peneliti atau ilmuwan yang telah diakui 

kepakarannya. Berikut ini beberapa penelitian dengan tema serupa dengan 

penelitian ini, dengan tujuan sebagai bahan perbandingan, antara lain: 

1. Penelitian Elisa Nuliana (2019) berjudul Upaya Hukum Ahli Waris 

Pengganti dalam Memperoleh Harta Warisan mengkaji sengketa waris di 

Desa Singosaren terkait hak ahli waris pengganti
61

. Meski dalam 

Kompilasi Hukum Islam (KHI) ahli waris pengganti yang berhak 

memperoleh bagian warisan yang setara dengan orang tuanya yang 

meninggal lebih dahulu, praktiknya terjadi sengketa karena sebagian harta 

warisan dijual tanpa sepengetahuan dari ahli waris pengganti. Dalam 

Penelitian ini menyoroti ketidakjelasan pembagian warisan dan kurangnya 

pemahaman tentang hak ahli waris pengganti sebagai penyebab utama 

sengketa, serta pentingnya upaya hukum untuk melindungi hak-hak 

tersebut. 

2. Penelitian Imaro Sidqi (2021) berjudul Ahli Waris Pengganti Dalam 

Pembagian Warisan Masyarakat Muslim di Kecamatan Comal Kabupaten 

                                            
61

 Elisa Nuliana, Upaya Hukum Ahli Waris Pengganti dalam Memperoleh Harta Warisan, 

(Skripsi: Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari‟ah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 

2019) . 



32 
 

 

 

Pemalang mengkaji praktik penggantian ahli waris yang tidak sesuai 

dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI)
 62

. Di Comal, ahli waris pengganti 

sering kali tidak memiliki hubungan darah dengan pewaris, namun 

mendapat bagian warisan lebih besar dari ahli waris lain. Faktor budaya 

dan agama mempengaruhi rendahnya dalam kesadaran hukum masyarakat 

tentang waris Islam, sehingga pembagian warisan tidak sesuai dengan 

ketentuan KHI, meskipun dipengaruhi oleh faktor pendidikan, ekonomi, 

dan sosial. 

3. Penelitian Hani Nidaul Hasanah (2021) berjudul Praktik Pembagian Harta 

Waris dari Para Ahli Waris Pengganti dalam Perspektif Hukum Islam 

mengkaji konflik waris di Desa Boja, Kendal. Masalah ini sering muncul 

ketika seorang pewaris meninggal dengan anak yang sudah wafat 

sebelumnya, meninggalkan cucu
63

. Dalam hukum waris Islam, cucu 

terhalang mendapat warisan jika masih ada anak pewaris yang hidup. 

Namun, masyarakat setempat menganggap cucu berhak menggantikan 

posisi orang tuanya dan mendapat bagian setara dengan anak pewaris yang 

masih hidup atas dasar keadilan. 

4. Penelitian Muhammad Darwis dan Agusnidar (2014) berjudul Analisa 

Pemikiran Hazairin Tentang Mawali membahas konsep ahli waris 
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 Imaro Sidqi, Ahli Waris Pengganti dalam Pembagian Warisan Masyarakat Muslim di 

Kecamatan Comal Kabupaten Pemalang, (Skripsi: Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas 

Syariah Institut Agama Islam Negeri Pekalongan, 2021).  
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Pengganti dalam Perspektif Hukum Islam: Studi Kasus di Desa Boja Kab. Kendal, (Skripsi: UIN 

Walisongo, 2021). 
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pengganti dalam hukum kewarisan Islam. Studi ini menyoroti bagaimana 

pemikiran Hazairin berkembang dalam mencari keadilan bagi ahli waris 

yang orang tuanya meninggal lebih dahulu dari pewaris. istilah Mawali 

sebagai ahli waris pengganti tidak secara eksplisit disebutkan dalam Al-

Qur‟an, kedudukan mereka sebagai ahli waris dapat diketahui melalui 

perluasan pengertian ahli waris langsung yang  sudah dijelaskan
64

.
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan adalah Field Research, di mana penulis 

terjun langsung ke lapangan untuk meneliti objek yang dibahas
65

. Penelitian ini 

berfokus pada praktik pembagian warisan di desa Kudap, khususnya mengenai 

hak waris cucu yang ayahnya telah meninggal, ditinjau dari perspektif hukum 

waris Islam dan praktik masyarakat setempat. Data dikumpulkan melalui 

wawancara mendalam, observasi, dan studi literatur guna memperoleh 

pemahaman yang komprehensif terkait permasalahan tersebut. 

B. Lokasi Penelitian 

Adapun penelitian ini dilakukan di Desa Kudap Kecamatan Tasik Putri 

Puyu Kabupaten Kepulauan Meranti. Penulis memilih lokasi ini karena 

terdapat permasalahan dalam pembagian warisan, khususnya terkait hak waris 

cucu yang ayahnya telah meninggal. Permasalahan ini muncul akibat adanya 

praktik di masyarakat yang tidak sepenuhnya sesuai dengan ketentuan hukum 

waris Islam dan peraturan yang berlaku. 

C. Subjek dan Objek Penelitian 

Dalam kajian subjek dan objek penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Subjek Penelitian

                                            
65
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https://info.populix.co/articles/penelitian-lapangan-adalah/. Diakses pada 6 Februari 2025.  

https://info.populix.co/articles/penelitian-lapangan-adalah/


35 
 
 

 

 

Subjek penelitian adalah sumber data yang digunakan dalam 

penelitian ini Adapun yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah 

anggota keluarga yang terlibat dalam proses pembagian warisan di Desa 

Kudap, khususnya keluarga yang mengalami kasus di mana cucu tidak 

mendapatkan bagian warisan karena ayahnya telah meninggal sebelum 

pewaris (kakek) wafat. Selain itu, penelitian ini juga melibatkan tokoh 

agama dan pemuka masyarakat yang memiliki pemahaman serta peran 

dalam memberikan pemahaman mengenai hukum waris Islam. 

2. Objek Penelitian 

Objek penelitian ini adalah proses pembagian warisan di Desa Kudap, 

dengan fokus pada ketidakadilan dalam pembagian warisan terhadap cucu 

yang ayahnya telah meninggal sebelum pewaris. Penelitian ini juga 

mengkaji perbedaan antara praktik yang berlaku di masyarakat dengan 

prinsip hukum waris Islam serta dampak sosial yang muncul akibat 

ketidakadilan tersebut terhadap hubungan keluarga dan masyarakat. 

D. Sumber Data  

1. Data Primer 

Data primer adalah data atau informasi yang diperoleh langsung dari 

sumber pertama atau informan
66

. Sumber pengumpulan data primer dalam 

penelitian ini adalah observasi dan wawancara yang dilakukan dengan 

                                            
66

 Nurmiatun Arifah, "Pengangkatan Anak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 

Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak di Desa Mulya Subur Kecamatan Pangkalan Lesung 

Kabupaten Pelalawan Menurut Perspektif Hukum Islam", (Skripsi: UIN Sultan Syarif Kasim, 

2023), h. 32-33. 
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anggota keluarga yang terlibat dalam pembagian warisan di desa Kudap, 

khususnya mereka yang mengalami kasus di mana cucu tidak mendapatkan 

bagian warisan karena ayahnya telah meninggal sebelum pewaris (kakek) 

wafat. Selain itu, wawancara juga dilakukan dengan tokoh agama dan 

pemuka masyarakat yang memiliki pemahaman tentang hukum waris Islam. 

2. Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari berbagai sumber yang 

memberikan informasi pendukung dalam penelitian ini
67

. Data sekunder 

dalam penelitian ini diperoleh dari literatur hukum Islam, seperti Al-Qur‟an, 

Hadis, serta karya-karya ulama fikih yang membahas hukum waris. Selain 

itu, penelitian ini juga mengacu pada buku-buku dan artikel ilmiah yang 

berkaitan dengan pembagian warisan dan permasalahan ketidakadilan dalam 

sistem waris yang berlaku di masyarakat. 

E. Informan  

1. Informan Kunci 

Penelitian ini menggunakan informan kunci untuk memperoleh 

pemahaman yang mendalam mengenai praktik pembagian warisan di Desa 

Kudap, Kecamatan Tasik Putri Puyu, Kabupaten Kepulauan Meranti. Fokus 

utama penelitian ini adalah pada kasus di mana cucu tidak memperoleh hak 

waris karena ayahnya telah meninggal lebih dahulu dibandingkan dengan 

pewaris (kakek). Informan kunci dipilih berdasarkan pengetahuan dan 
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keterlibatan mereka dalam proses pembagian warisan yang berlaku di desa 

tersebut. Terdapat dua orang informan utama dalam penelitian ini, yaitu dua 

orang anggota keluarga yang pernah mengalami langsung kasus tersebut. 

Kedua informan ini diharapkan dapat memberikan sudut pandang yang 

menyeluruh, dari sisi pengalaman pribadi yang dialami.
68

.  

2. Informan Tambahan 

Untuk melengkapi data dari informan utama, penelitian ini juga 

melibatkan beberapa informan tambahan yang memiliki kapasitas dalam hal 

keagamaan dan adat istiadat setempat. Informan tambahan ini berasal dari 

kalangan tokoh masyarakat di Desa Kudap, Kecamatan Tasik Putri Puyu, 

Kabupaten Kepulauan Meranti. Terdapat tiga orang yang dijadikan informan 

tambahan, terdiri atas dua ulama yang memahami hukum waris dalam 

perspektif Islam dan satu tetua desa yang memiliki pengetahuan mendalam 

tentang praktik pembagian warisan berdasarkan kebiasaan lokal. 

Keterlibatan mereka bertujuan untuk memperoleh informasi yang lebih 

beragam dan mendalam, serta untuk memperkuat validitas hasil temuan dari 

berbagai sudut pandang, baik secara religius maupun adat. 

F. Metode Pengumpulan Data 

1. Observasi 

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang ditentukan oleh 

pengamat sendiri, di mana pengamat melihat, mendengar, atau merasakan 
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objek penelitian dan kemudian menyimpulkan dari apa yang diamati
69

. 

Observasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi non-

partisipan, di mana penulis tidak ikut terlibat dalam kehidupan orang yang 

diamati, melainkan hanya berperan sebagai pengamat yang terpisah. Penulis 

hanya bertindak sebagai penonton tanpa ikut terlibat dalam kehidupan orang 

yang diteliti. 

2. Wawancara 

Wawancara adalah proses interaksi antara pewawancara dan sumber 

informasi atau orang yang diwawancarai melalui komunikasi langsung 

tentang objek yang diteliti dan telah dirancang sebelumnya
70

. Wawancara 

dalam penelitian ini berfokus pada pengumpulan data yang akurat terkait 

pembagian warisan di Desa Kudap Kecamatan Tasik Putri Puyu, Kabupaten 

Kepulauan Meranti, khususnya mengenai hak cucu yang ayahnya telah 

meninggal. Metode wawancara digunakan untuk menggali informasi 

mendalam tentang pandangan mereka terhadap ketidakadilan dalam 

pembagian warisan dan penerapan hukum waris Islam. Penulis 

menggunakan wawancara terstruktur dengan pertanyaan yang telah 

dipersiapkan untuk mendapatkan jawaban yang sistematis dan terperinci. 

3. Dokumentasi  

Teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui penelaahan 
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terhadap berbagai dokumen tertulis, seperti surat, jurnal ilmiah, dan buku 

yang berkaitan dengan objek penelitian. Dalam penelitian ini, teknik 

dokumentasi digunakan untuk memperoleh informasi mengenai kondisi 

sosial, budaya, dan hukum yang berlaku di Desa Kudap, Kecamatan Tasik 

Putri Puyu, Kabupaten Kepulauan Meranti, serta untuk mengkaji referensi 

baik itu dari jurnal, buku ataupun artikel yang membahas konsep ahli waris 

pengganti dalam perspektif hukum waris Islam. Dokumen-dokumen 

tersebut memberikan landasan teori dan konteks lapangan yang relevan 

dengan permasalahan yang diteliti. 

4. Studi Pustaka 

Studi pustaka adalah metode pengumpulan data yang melibatkan 

pencarian referensi teori yang relevan dengan kasus atau permasalahan yang 

ditemukan dalam penelitian. Data dalam penelitian ini diperoleh dari 

literatur-literatur yang berkaitan dengan hukum waris Islam, buku-buku 

fiqih, serta artikel-artikel ilmiah yang membahas pembagian warisan dalam 

konteks hukum Islam dan peraturan yang berlaku di Indonesia. Studi 

pustaka ini bertujuan untuk menggali pemahaman yang lebih mendalam 

tentang penerapan prinsip-prinsip hukum waris Islam terkait hak waris cucu 

G. Metode Analisis Data 

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Dalam penelitian 

kualitatif, analisis data difokuskan selama proses di lapangan bersamaan 

dengan pengumpulan data. Metode ini digunakan sebagai upaya untuk 

mengdeskripsikan dan menganalisis secara sistematis mengenai hak waris cucu 
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dalam pembagian harta warisan dari kakeknya, dengan fokus pada hukum 

waris Islam yang berlaku
71

. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan 

gambaran mendalam mengenai penerapan hukum waris Islam terkait hak cucu 

yang ayahnya telah meninggal sebelum pewaris meninggal dunia. 

H. Metode Penulisan 

1. Deskriptif, yaitu menyajikan informasi yang menggambarkan secara 

langsung situasi atau fenomena yang sedang diamati. Penulis mencatat apa 

yang terjadi berdasarkan apa yang dilihat, didengar, dan diamati melalui 

indra, untuk memberikan gambaran yang akurat mengenai objek 

penelitian
72

. 

2. Deduktif, yaitu mengemukakan informasi yang bersifat umum yang 

relevan dengan masalah yang diteliti, kemudian dianalisis secara 

mendalam untuk menarik kesimpulan yang lebih spesifik dan terkait 

dengan topik penelitian yang lebih sempit.

                                            
71

 Fathor Rasyid, Metodologi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif, (Kediri: IAIN Kediri 

Press, 2022), Cet. Ke-1, h. 191.  
72

 Fenti Hikmawati, Metodologi Penelitian, (Depok: Rajawali Press, 2020), h. 87.  



 

73 
 

BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan berhubungan 

dengan permasalahan dalam skripsi ini, maka dapat ditari kesimpulan sebagai 

berikut: 

1. Berdasarkan hasil penelitian, proses pembagian warisan dalam kasus ini 

dilakukan dalam dua tahap: (a) Berdasarkan hukum waris Islam, namun 

menimbulkan ketidakpuasan di kalangan ahli waris yang menerima, 

sehingga terjadi konflik, (b) Dilakukan pembagian ulang secara adat 

melalui mufakat keluarga, yang disetujui seluruh penerima warisan. 

namun hal ini menimbulkan masalah karena cucu laki-laki dari anak 

pewaris yang telah meninggal tidak diberi hak sebagai ahli waris 

pengganti. Hal ini menyebabkan hubungan keluarga menjadi renggang dan 

memperlihatkan adanya ketidaksesuaian antara praktik di lapangan dengan 

ketentuan hukum Islam kontemporer yang berlaku. 

2. Faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaan warisan terhadap cucu 

sebagai ahli waris pengganti antara lain: (a) Minimnya pemahaman 

masyarakat terhadap hukum waris Islam, (b) Kuatnya pengaruh adat atau 

kebiasaan lokal yang tidak selalu sejalan dengan ketentuan syariat, (c) 

Kurangnya peran lembaga keagamaan dalam memberikan edukasi atau 

penyuluhan, serta (d) Konflik internal keluarga yang menyebabkan 

pembagian warisan tidak dilakukan secara adil dan terbuka.
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3. Tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan warisan terhadap cucu 

sebagai ahli waris pengganti menegaskan bahwa cucu yang orang tuanya 

telah meninggal dunia sebelum pewaris berhak menerima bagian warisan 

sebagai ahli waris pengganti, sebagaimana diatur dalam Pasal 185 KHI 

serta ketetapan para ulama. Hukum Islam berupaya menjamin keadilan 

dan perlindungan bagi cucu yatim. Namun dalam praktik masyarakat Desa 

Kudap, ketentuan ini belum sepenuhnya dilaksanakan sehingga 

menyebabkan ketimpangan dalam pembagian warisan. 

 B. Saran 

 Setelah penulis melakukan penelitian terhadap perpelaksanaan waris 

terhadap cucu sebagai ahli waris pengganti di desa kudap kecamatan tasik putri 

puyu. ada beberapa saran diantara nya sebagai berikut : 

1. Disarankan bagi ulama terkhusus yang berada  di Desa Kudap Kecamatan 

Tasik Putri Puyu agar dilakukan sosialisasi dan pendidikan hukum waris 

Islam, khususnya mengenai konsep ahli waris pengganti sebagaimana 

diatur dalam  hukum Islam Klasik dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), 

kepada masyarakat Desa Kudap. Hal ini bertujuan agar pemahaman 

mereka mengenai hak waris cucu sebagai ahli waris pengganti dapat 

meningkat, serta untuk mengurangi ketidakadilan yang selama ini terjadi 

akibat ketidaktahuan atau dominasi adat lokal. 

2. Dianjurkan masyarakat keseluruhan terkhusus kepada masyarakat Desa 

Kudap Kecamatan Tasik Putri Puyu Kabupaten Kepulauan Meranti  dalam 
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hal  setiap pembagian warisan, keluarga mengutamakan musyawarah 

berdasarkan prinsip hukum, keadilan dan kasih sayang, dengan 

mempertimbangkan hukum Islam Klasik serta hak cucu yatim sesuai 

ketentuan KHI. Musyawarah yang dilakukan dengan mempertimbangkan 

aspek hukum dan nilai kekeluargaan diharapkan dapat menjaga 

keharmonisan antar anggota keluarga sekaligus menjamin hak-hak waris 

semua pihak yang berhak untuk menerima hal tersebut.                       
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